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No. : 061/LGC-DOC/CAP/III/2024 Jakarta, 19 Maret 2024/
19 March 2024
Lampiran/ : Ringkasan Rancangan Pemisahan/
Appendix Abrigde Spin-Off Plan
Perihal/ : Laporan Informasi atau Fakta Material/
Subject Report on Material Information or Facts

Kepada Yth. / To.

Kepala Eksekutif Pengawas Pasar Modal / Executive Chief of the Capital Market Supervisory
Otoritas Jasa Keuangan / Financial Services Authority

di Jakarta / in Jakarta

Direktur Penilaian Perusahaan / Director of Listing
PT Bursa Efek Indonesia / Indonesia Stock Exchange
Di Jakarta / in Jakarta

Dengan Hormat / Dear Sir,

Merujuk kepada Peraturan Otoritas Jasa Keuangan No. 31/POJK.04/2015 tentang Keterbukaan Atas
Informasi atau Fakta Material oleh Emiten atau Perusahaan Publik (“POJK No. 31/2015”) dan
Peraturan No. I-E tentang Kewajiban Penyampaian Informasi, Lampiran Surat Keputusan Direksi PT
Bursa Efek Indonesia No. KEP-00066/BEI/09-2022 tanggal 30 September 2022 (“Peraturan I-E”),
dengan ini kami untuk dan atas nama perusahaan menyampaikan Laporan Informasi atau Fakta
Material sebagai berikut: /

Referring to the Financial Services Authority Regulation No. 31/POJK.04/2015 on Disclosure of Material
Information or Facts of Issuers or Public Companies (“POJK No. 31/2015”) and the Regulation No. I-E,
the Appendix of the Decision of the Chairman of the Indonesia Stock Exchange No. KEP-00066/BEI/09-
2022 dated 30 September 2022 (“Regulation I-E”), we hereby for and on behalf of the company convey
the Report of Material Information or Facts as follows:

Nama Emiten atau Perusahaan Publik/ : PT Chandra Asri Pacific Tbk (“Perseroan”)
Name of Issuer or Listed Company

Bidang Usaha / Business Activities : Petrokimia / Petrochemical

Telepon / Telephone :021-5307950

Faksimile / Facsimile : 021-5308930

Alamat surat elektronik /e-mail : corporatesecretary@capcx.com

1. | Tanggal kejadian/ : | 15 Maret 2024 / 15 March 2024

Date of Event

2. | Jenis Informasi atau Fakta | : | Pengumuman Ringkasan Rancangan Pemisahan Unit Usaha.
Material / / Announcement of Abridge of Business Unit Spin-off Plan.
Type of Material
Information or Facts
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3. Uraian Informasi atau Fakta | : | Perseroan telah melakukan pengumuman ringkasan
Material/ rancangan pemisahan (“Pengumuman  Ringkasan”)
Description of Material sehubungan dengan pemisahan unit usaha pelabuhan,
Information or Facts dermaga, dan fasilitas penyimpanan milik Perseroan kepada

PT Chandra Pelabuhan Nusantara (“CPAT”), yang merupakan
anak perusahaan Perseroan yang sahamnya dimiliki 99,99%
oleh Perseroan, pada surat kabar Harian Terbit. Adapun
Pengumuman Ringkasan tersebut dilakukan guna memenuhi
ketentuan Pasal 127 ayat (2) Undang-Undang No. 40 Tahun
2007 tentang Perseroan Terbatas sebagaimana terakhir kali
diubah dengan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-
Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja
sebagaimana telah ditetapkan menjadi Undang-Undang
berdasarkan Undang-Undang No. 6 Tahun 2023 tentang
Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-
Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja menjadi
Undang-Undang./

The Company has announced the abridge spin-off plan
(“Abridge Announcement”) in relation to the spin-off of jetty,
tank, and farm facility business unit of the Company to PT
Chandra Pelabuhan Nusantara (“CPAT”), which is the
Company’s subsidiary whose shares are 99.99% owned by the
Company, in the newspaper of Harian Terbit. The Abridge
Announcement was announced to fulfill the provisions of
Article 127 paragraph (2) of Law no. 40 of 2007 concerning
Limited Liability Companies as last amended by Government
Regulation in Lieu of Law Number 2 of 2022 concerning Job
Creation as has been enacted into law based on Law no. 6 of
2023 concerning the Stipulation of Government Regulations
in Lieu of Law Number 2 of 2022 concerning Job Creation into
Law.

4, Dampak kejadian, informasi | : | Rencana  pemisahan  sebagaimana dimuat dalam
atau fakta material tersebut Pengumuman Ringkasan diharapkan dapat memberikan
terhadap kegiatan beberapa manfaat, antara lain:
operasional, hukum, 1) Optimalisasi pengelolaan aset oleh CPAT;
kondisi keuangan, atau 2) Akselerasi dan diversifikasi pengembangan usaha oleh
kelangsungan usaha Emiten CPAT;
atau Perusahaan Publik / 3) Potensi kerja sama strategis oleh CPAT untuk
The impact of such events, menciptakan nilai tambah bagi CPAT dan grup
material information or Perseroan; dan
facts to the operational 4) Terciptanya optimalisasi pengelolaan aset, akselerasi
activities, law, financial dan pengembangan usaha, serta potensi kerjasama
condition  or  business strategis diharapkan mampu meningkatkan kinerja
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4
continuity of the Issuer pr keuangan dan menciptakan nilai tambah bagi pemegang
the Public Company saham sebagai tujuan akhir. /

The spin-off plan as contained in the Abridge Announcement

is expected to provide several benefits, including:

1) Optimization of asset management by CPAT;

2) Acceleration and diversification of business development
by CPAT;

3) Potential strategic collaboration by CPAT to create added
value for CPAT and the Company group; And

4) The creation of asset management optimization,
business acceleration and development, as well as the
potential for strategic cooperation is expected to be able
to improve financial performance and create added value
for shareholders as the ultimate goal.

5. Keterangan lain-lain/ D -
Other information

Demikian kami sampaikan Laporan Informasi atau Fakta Material dalam rangka memenuhi POJK No.
31/2015 dan Peraturan I-E. Atas perhatiannya, kami mengucapkan terima kasih. /

Thus we submit a Material Information or Facts Report in order to comply with POJK No. 31/2015 and
Regulation I-E. Thank you for your attention.

Hormat kami, / Regards,

PT Chandra Asri Pacific Tbk
7~

/‘

Erri Dewi Riani
General Manager Legal and Corporate Secretary
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Tim penyidik Komisi Pemberantasan Korupsi
(KPK) memeriksa delapan orang dalam
perkara dugaan korupsi berupa pemerasan
dan pungutan liar (pungli) di rumah tahanan
(Rutan) Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK).

Jakarta, HanTer - Peme-
riksaan terkait aliran uang
hasil pemerasan di rutan
KPK.

“Didalami juga kaitan
dugaan adanya transaksi

sejumlah uang yang didapat-
kan melalui memeras para
tahanan yang ada di Rutan
Cabang KPK,” ujar Kepala
Bagian Pemberitaan KPK
AL Fikri saat dikonfirmasi di

KASUS PEMERASAN DI RUTAN KPK

PENYIDIK DALAMI TEKNIK PEMBAGIAN UANG

Jakarta, Kamis (14/3/2024).  tersebut.

Ali menambahkan tim
penyidik KPK juga men-
gonfirmasi soal struktur pe-
nugasan personel di Rutan
Cabang KPK dan teknis pem-
bagian uang hasil pemerasan

terhadap para tahanan KPK

“Juga soal teknis pem-
bagian besaran uang untuk
para pihak yang ditetapkan
sebagai tersangka dalam
perkara ini,” ujarnya.

Salah satu pihak yang
diperiksa adalah pegawai

negeri sipil bernama Hengki
yang disebut punya peran
sentral dalam kasus dugaan
pemerasan di lingkungan di
Rutan KPK.

Hengki diketahui adalah
PNS yang saat ini berdi-
nas di Sekretariat DPRD

DKI Jakarta dan merupakan
pindahan dari Kementerian
Hukum dan HAM (Kemen-
kumham) yang sebelumnya
berdinas di Rutan KPK.
Salah satu pihak lain
yang juga diperiksa KPK
adalah Kepala Rutan KPK

saat ini yakni Achmad Fauzi.
Kemudian tiga Pegawai
Negeri Yang Dipekerjakan
(PNYD)/Staf Cabang Rutan
KPK Deden Rohendi, Agung
Nugrogo dan Ari Rahman

Hakim.
| Safari

DEFINISI DAN SINGKATAN

Akta Pemisahan : Suatu akta yang dibuat di hadapan notaris dalam Bahasa
Indonesia dan draft dari akta tersebut wajib memperoleh
persetujuan RUPST dari Perseroan.

. PT Barito Pacific Tbk.

: Penyelenggara pasar di pasar modal untuk transaksi
bursa, yang dalam hal ini adalah PT Bursa Efek Indonesia,
berkedudukan di Jakarta Selatan.

Barito Pacific
BEI atau Bursa Efek

RINGKASAN RANCANGAN PEMISAHAN

UNIT USAHA PELABUHAN, DERMAGA, DAN FASILITAS PENYIMPANAN
PT CHANDRA ASRI PACIFIC TBK

RINGKASAN RANCANGAN PEMISAHAN INI PENTING UNTUK DIPERHATIKAN OLEH PARA PEMEGANG SAHAM PT CHANDRA ASRI PACIFIC TBK
(“PERSEROAN”) UNTUK MENGAMBIL KEPUTUSAN DALAM RAPAT UMUM PEMEGANG SAHAM YANG AKAN DISELENGGARAKAN PADA TANGGAL
8 MEI 2024 SEHUBUNGAN DENGAN RENCANA PEMISAHAN UNIT USAHA PELABUHAN, DERMAGA, DAN FASILITAS PENYIMPANAN PERSEROAN

KEPADA PT CHANDRA PELABUHAN NUSANTARA (“CPAT”).

BNRI : Berita Negara Republik Indonesia.

CPAT : PT Chandra Pelabuhan Nusantara.

e-RUPS . Sistem atau sarana elektronik yang digunakan untuk
mendukung penyediaan informasi, pelaksanaan, dan pelaporan
rapat umum pemegang saham Perusahaan Terbuka.

Kemenkumham : Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia Republik

Indonesia, sebagaimana diubah dari waktu ke waktu.
KSEI : PT Kustodian Sentral Efek Indonesia.

JIKA ANDA MENGALAMI KESULITAN DALAM MEMAHAMI RINGKASAN RANCANGAN PEMISAHAN INI,
MENGAMBIL KEPUTUSAN, MAKA ANDA DISARANKAN UNTUK BERKONSULTASI DENGAN PENASIHAT PROFESIONAL.

ATAU MEMILIKI KERAGUAN DALAM

Menkumham : Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia,

sebagaimana diubah dari waktu ke waktu.

Lembaga yang independen, yang mempunyai fungsi, tugas,

dan wewenang pengaturan, pengawasan, pemeriksaan,

dan dalam Undang-

Undang No. 21 Tahun 2011 tentang Otoritas Jasa Keuangan,

sebagaimana terakhir diubah dengan Undang-Undang No. 4

Tahun 2023 tanggal 12 Januari 2023 tentang Pengembangan

dan Penguatan Sektor Keuangan (‘UU OJK”). Sejak tanggal

31 Desember 2012, fungsi, tugas, dan wewenang pengaturan

dan pengawasan kegiatan jasa keuangan di sektor Pasar

Modal, beralih dari Menteri Keuangan dan Badan Pengawas

Pasar Modal dan Lembaga Keuangan ke Otoritas Jasa

Keuangan, sesuai dengan Pasal 55 UU OJK.

: Pemisahan unit usaha pelabuhan, dermaga, dan fasilitas
penyimpanan Perseroan dengan cara mengalihkan
bagian dari aktiva dan pasiva Perseroan terkait unit usaha
pelabuhan, dermaga, dan fasilitas penyimpanan Perseroan
kepada CPAT, yang merupakan anak perusahaan terkendali
Perseroan yang dimiliki secara langsung sebesar 99,99%.

: Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor
2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja sebagaimana telah
ditetapkan menjadi Undang-Undang berdasarkan Undang-
Undang No. 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan
Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022
tentang Cipta Kerja menjadi Undang-Undang.

: PT Chandra Asri Pacific Tbk.

: Peraturan OJK No. 31/POJK.04/2015 tentang Keterbukaan
Informasi atau Fakta Material oleh Emiten atau Perusahaan

Otoritas ~ Jasa
atau OJK

Keuangan :

Pemisahan

Perppu No. 2/2022

Perseroan
POJK No. 31/2015

= .
w;’_, Chandra Asri

PT CHANDRA ASRI PACIFIC TBK

Kegiatan Usaha Utama:
Petrokimia
Berkedudukan di Jakarta Barat, Indonesia
Kantor Pusat:

Wisma Barito Pacific Tower A, Lantai 7
JI. Letien S. Parman Kav. 62-63,
Jakarta 11410
Telepon: (021) 530 7950
Faksimile: (021) 530 8930
E-mail: corporatesecretary@capcx.com
Situs Web: http://www.chandra-asri.com

Pabrik Perseroan:

JI. Raya Anyer Km. 123
Kelurahan Gunung Sugih
Kecamatan Ciwandan
Kota Cilegon, 42447, Banten

Desa Mangunreja
Kecamatan Pulo Ampel
Kabupaten Serang, 42456, Banten

Publik tertanggal 22 Desember 2015.
: Peraturan OJK No. 42/POJK.04/2020 tentang Transaksi Afiliasi
dan Transaksi Benturan Kepentingan tertanggal 2 Juli 2020.

POJK No. 42/2020

PEMISAHAN UNIT USAHA INI DILAKUKAN DENGAN MEMPERHATIKAN KEPENTINGAN PERSEROAN, MASYARAKAT DAN PERSAINGAN YANG SEHAT
DALAM MELAKUKAN USAHA, SERTA TETAP MEMPERHATIKAN TERPENUHINYA HAK-HAK PEMEGANG SAHAM PUBLIK DAN KARYAWAN.

POJK No. 17/2020 : Peraturan OJK No. 17/POJK.04/2020 Tentang Transaksi
Material Dan Perubahan Kegiatan Usaha tertanggal
20 April 2020.

: Peraturan OJK No. 29 Tahun 2023 tentang Pembelian
Kembali Saham yang Dikeluarkan oleh Perusahaan Terbuka

POJK No. 29/2023

RINGKASAN RANCANGAN PEMISAHAN DIBUAT SEHUBUNGAN DENGAN PEMISAHAN UNIT USAHA PELABUHAN, DERMAGA, DAN FASILITAS
PENYIMPANAN, DIMANA PERSEROAN AKAN MENGALIHKAN BAGIAN DARI AKTIVA DAN PASIVA PERSEROAN TERKAIT UNIT USAHA PELABUHAN,
DERMAGA, DAN FASILITAS PENYIMPANAN PERSEROAN KEPADA CPAT, YANG MERUPAKAN ANAK PERUSAHAAN TERKENDALI PERSEROAN YANG

DIMILIKI SECARA LANGSUNG SEBESAR 99,99%.

penyimpanan milik Perseroan akan dialihkan kepada CPAT.

Berikut adalah ketentuan-ketentuan yang harus dipenuhi sebelum Pemisahan dapat

menjadi efektif:

a. Perseroan dan CPAT wajib memperoleh seluruh persetujuan yang diperlukan dari

g ing h, 3

b. Seluruh kewajiban berdasarkan anggaran dasar masing-masing Perseroan dan
CPAT, Undang-Undang Pasar Modal serta UUPT terkait dengan pemisahan wajib
dipenuhi (sebagaimana relevan); dan

c. Tidak terdapat kreditur Perseroan yang tidak menyetujui rencana Pemisahan
atau kewajiban terhadap para kreditur Perseroan yang tidak menyetujui rencana
Pemisahan tersebut telah dipenuhi;

d. Di 1ganinya Akta Pemi dan

e. Diperolehnya bukti penerimaan pemberitahuan perubahan anggaran dasar dan/
atau persetujuan dari Menkumham atas perubahan anggaran dasar CPAT terkait
modal.

2. Akibat Hukum Pemisahan

Sesuai dengan Pasal 135 ayat (3) UUPT, sebagai akibat dari Pemisahan, pada Tanggal

Efektif Pemisahan, aktiva dan pasiva Perseroan terkait dengan unit usaha pelabuhan,

dermaga, dan fasilitas penyimpanan Perseroan beralih karena hukum kepada CPAT

dengan memperhatikan ketentuan hukum yang berlaku, termasuk hak-hak dan
kewajiban-kewajiban Perseroan dalam kontrak-kontraknya terkait unit usaha pelabuhan,
dermaga, dan fasilitas penyimpanan dengan pihak ketiga yang akan dialihkan kepada

CPAT secara hukum dan di melalui jian novasi antara

Perseroan, pihak ketiga, dan CPAT.

B. Tata Cara/Prosedur Pemisahan
1. Persyaratan Pemisahan

Dengan menelaah peraturan-peraturan yang berlaku di Indonesia, proses rencana

Pemisahan akan dilaksanakan bila hal-hal berikut ini telah dipenuhi:

1. Diperolehnya persetujuan, atau tidak adanya keberatan dan kredltur Perseroan
dan/atau dilaksanakannya tindakan yang di
dalam perjanjian-perjanjian di mana Perseroan merupakan pihak dalam perjanjian
tersebut;

2. Diperolehnya persetujuan dari (a) RUPST terhadap rencana Pemisahan beserta
dokumen transaksi yang dij termasuk dok Rancangan Pemi
dan (b) persetujuan rapat umum pemegang saham atau keputusan sirkuler

saham CPAT dengan, antara lain, peningkatan modal CPAT
melalui penyertaan modal Perseroan yang merupakan bagian dari Pemisahan;

3. Ditandatanganinya Akta Pemisahan dalam Bahasa Indonesia oleh Perseroan dan
CPAT di hadapan notaris; dan

4. Diperolehnya bukti penerimaan pemberitahuan perubahan anggaran dasar dan/
atau persetujuan dari Menkumham atas perubahan anggaran dasar CPAT terkait
modal.

C. Hak-hak Karyawan
Perseroan akan menaati segala peraturan, ketentuan dan kebijakan yang berlaku
sehubungan dengan karyawan. Rencana Pemisahan ini akan disampaikan manajemen
kepada karyawan Perseroan melalui pengumuman tertulis.

D. Hak-hak Pemegang Saham Perseroan
Penawaran Pembelian Kembali kepada Pemegang Saham Perseroan
Sesuai dengan Pasal 62 ayat (1) UUPT, setiap pemegang saham berhak untuk meminta
kepada Perseroan untuk membeli kembali sahamnya dengan harga yang wajar apabila yang

tertanggal 29 Desember 2023.

Rancangan P : yang disiapkan Perseroan.
RUPSLB : Rapat Umum Pemegang Saham Luar Biasa.
RUPST : Rapat Umum Pemegang Saham Tahunan Perseroan

PENGUMUMAN ATAS RINGKASAN RANCANGAN PEMISAHAN INI DIBUAT DALAM RANGKA MEMENUHI KETENTUAN DALAM PASAL 127 AYAT (2)
UNDANG-UNDANG NO. 40 TAHUN 2007 TENTANG PERSEROAN TERBATAS (SEBAGAIMANA DIUBAH) SERTA MERUPAKAN PEMENUHAN PRINSIP

KETERBUKAAN INFORMASI ATAS RENCANA PEMISAHAN.

stan tidak menyetujui tindakan Perseroan yang merugikan pemegang saham atau
Perseroan berupa antara lain pemisahan, yang mengakibatkan kerugian bagi Perseroan
atau pemegang saham terkait. Pembelian kembali saham tersebut harus dilakukan dengan
memperhatikan ketentuan dalam Pasal 37 ayat (1) UUPT yang menyatakan bahwa
ian kembali saham tersebut tidak menyebabkan nilai kekayaan bersih Perseroan

Tanggal Efektif Pemisahan ~ : Tanggal ya bukti

perubahan anggaran dasar dan/atau persetujuan dari
Menkumham atas perubahan anggaran dasar CPAT
terkait modal atau tanggal lain yang ditetapkan dalam Akta
Pemisahan.
: Transaksi sebagaimana didefinisikan dalam POJK No. 42/2020.
: Transaksi sebagaimana didefinisikan dalam POJK No. 17/2020.

Transaksi Afiliasi
Transaksi Material

TRANSAKSI PEMISAHAN MERUPAKAN SUATU TRANSAKSI AFILIASI SEBAGAIMANA DIMAKSUD DALAM PERATURAN OJK NO. 42/POJK.04/2020
TENTANG TRANSAKSI AFILIASI DAN TRANSAKSI BENTURAN KEPENTINGAN, MENGINGAT TRANSAKSI DILAKUKAN OLEH PERSEROAN DAN CPAT
YANG MERUPAKAN PERUSAHAAN TERKENDALI PERSEROAN, DIMANA PERSEROAN MERUPAKAN PEMEGANG SAHAM LANGSUNG SEBESAR
99,99% DI CPAT DAN BUKAN MERUPAKAN SUATU TRANSAKSI MATERIAL SEBAGAIMANA DIMAKSUD DALAM PERATURAN PERATURAN OJK NO.
17/POJK.04/2020 TENTANG TRANSAKSI MATERIAL DAN PERUBAHAN KEGIATAN USAHA, SEHINGGA PERSEROAN HANYA DIWAJIBKAN UNTUK
MENYAMPAIKAN LAPORAN TRANSAKSI AFILIASI KEPADA OJK DAN DIKECUALIKAN DARI KEWAJIBAN UNTUK MENGGUNAKAN PENILAL.

menjadi lebih kecil dari jumlah modal ditempatkan ditambah cadangan wajib dan jumlah
nilai nominal seluruh saham yang dibeli kembali oleh Perseroan tidak boleh melebihi 10,00%
dari modal ditempatkan Perseroan. Para pemegang saham Perseroan akan memberikan
kewenangan kepada Direksi Perseroan untuk menentukan tata cara dan pelaksanaan
proses tersebut.

Para pemegang saham publik Perseroan yang diberikan kesempatan untuk meminta agar

Undang-Undang Pasar : Undang-Undang No. 8 Tahun 1995 tanggal 10 November

Modal 1995 tentang Pasar Modal, Lembaran Negara Republik
Indonesia No. 64 Tahun 1995, Tambahan No. 3608

sebagaimana diubah dengan Undang-Undang No. 4 Tahun

KEBERATAN ATAS RENCANA PEMISAHAN INI DAPAT DISAMPAIKAN OLEH KREDITUR KEPADA PERSEROAN SECARA TERTULIS SELAMBAT-
LAMBATNYA PUKUL 16.00 WIB PADA TANGGAL 29 MARET 2024. APABILA SAMPAI DENGAN BATAS WAKTU YANG DITENTUKAN, PARA KREDITUR
PERSEROAN TIDAK MENYAMPAIKAN KEBERATANNYA, MAKA PARA KREDITUR TERSEBUT DIANGGAP MENYETUJUI RENCANA PEMISAHAN.

2023 tanggal 12 Januari 2023 tentang Pengembangan dan

Penguatan Sektor Keuangan.

: Undang-Undang No. 40 Tahun 2007 tanggal 16 Agustus
2007 tentang Perseroan Terbatas, Lembaran Negara
Republik Indonesia No. 106 Tahun 2007, Tambahan No. 4756

UUPT

DIREKSIDAN DEWAN KOMISARIS PERSEROAN BERTANGGUNG JAWAB PENUH ATAS KEBENARAN DARI SEMUA INFORMASI ATAU FAKTA MATERIAL

YANG DIMUAT DALAM RINGKASAN RANCANGAN PEMISAHAN INI DAN MENEGASKAN BAHWA SETELAH MENGADAKAN CUKUP PENELITIAN,

TIDAK ADA INFORMASI ATAU FAKTA MATERIAL YANG RELEVAN YANG DIKEMUKAKAN YANG MENYEBABKAN INFORMASI ATAU FAKTA MATERIAL
SEBAGAIMANA DIUNGKAPKAN DALAM RINGKASAN RANCANGAN PEMISAHAN INI MENJADI TIDAK BENAR DAN MENYESATKAN.

sebagaimana terakhir kali diubah dengan Perppu No. 2/2022.

|. PENDAHULUAN

Ringkasan Rancangan Pemisahan ini diterbitkan di Jakarta pada tanggal 15 Maret 2024.

Perseroan sebagai perusahaan solusi kimia dan infrastruktur terkemuka di Indonesia memiliki
inisiatif untuk turut partisipasi dalam 1gan industri pel
laut, dermaga dan fasilitas penyimpanan. Salah satu langkah awal Perseroan adalah dengan
unit usaha dermaga, dan fasilitas penyimpanan Perseroan
dengan cara mengalihkan bagian dari aktiva dan pasiva Perseroan terkait unit usaha pelabuhan,
dermaga, dan fasilitas penyimpanan, kepada anak perusahaannya yakni CPAT. Adapun manfaat
dari Pemisahan ini adalah (i) memperkuat struktur untuk
dan pengelolaan aset yang lebih optimal sehingga dapat mendukung pemenuhan permintaan
pelanggan terkait usaha pelabuhan, dermaga, dan fasilitas penyimpanan, (i) diversifikasi
pengembangan usaha dengan memiliki manajemen yang fokus, kompetitif, dan fleksibel dalam
pengambllan keputusan dan peluang bisnis, (i) membuka peluang kerja sama strategis dan
guna 1gan usaha dan mer isipasi peluang bisnis ke depan,
dan (iv) menciptakan nilai tambah bagi pemegang saham.
Adapun Pemisahan yang akan dilakukan Perseroan adalah pemisahan tidak murni (spin-off)
sebagaimana yang dimaksud dalam pasal 135 ayat (1) huruf b dan ayat (3) UUPT, dimana
setelah Pemi efektif, akan mer i bagian dari aktiva dan pasiva Perseroan beralih
karena hukum kepada 1 perseroan lain, dan perseroan yang melakukan Pemisahan tersebut
tetap ada.
Untuk memenuhi ketentuan Pasal 127 ayat (2) UUPT, Perseroan mengumumkan Ringkasan
Rancangan Pemisahan ini melalui 1 surat kabar harian nasional berbahasa Indonesia.
Lebih lanjut, transaksi Pemisahan merupakan suatu Transaksi Afiliasi, mengingat transaksi
dilakukan oleh Perseroan dan CPAT yang merupakan perusahaan terkendali Perseroan, dimana
Perseroan merupakan pemegang saham langsung sebesar 99,99%, namun:
1. bukan merupakan transaksi yang mengandung benturan kepentingan sebagaimana
dimaksud dalam POJK No. 42/2020; dan
2. bukan merupakan Transaksi Material.
transaksi P P 1 Transaksi Afiliasi dan bukan Transaksi Material,
maka sesuai dengan Pasal 6 ayat (1) huruf b (1) dan ayat (2) POJK No. 42/2020, Perseroan
dikecualikan dari kewajiban untuk menggunakan penilai dan hanya diwajibkan untuk
menyampaikan laporan Transaksi Afiliasi kepada OJK paling lambat pada akhir hari kerja ke-2
setelah tanggal Transaksi Afiliasi.
Sehubungan dengan hal tersebut di atas, Perseroan akan menyampaikan laporan Transaksi

paling lambat 2 hari kerja setelah Tanggal Efektif Pemisahan. Sebagai tambahan dan
sehubungan dengan Akta Pemisahan, Perseroan juga akan menyampaikan laporan ke OJK dan
mengumumkan melalui situs web BEI dan situs web Perseroan untuk memenuhi ketentuan POJK
No. 31/2015, paling lambat 2 hari kerja setelah tanggal ditandatanganinya Akta Pemisahan.
Pada tanggal dit Rancangan Pemi ini, Perseroan sedang
dalam proses penyusunan Iaporan keuangan terkonsolidasi Perseroan dan entitas anak yang
diaudit untuk periode 31 Desember 2023. Lebih lanjut, dalam hal terdapat perubahan dan/atau
tambahan informasi atas Rancangan Pemisahan, Perseroan akan mengumumkan perubahan
dan/atau tambahan informasi atas Ringkasan Rancangan Pemisahan yang merupakan satu
kesatuan dan bagian yang tidak terpisahkan dari Ringkasan Rancangan Pemisahan ini, paling
lambat 2 hari kerja sebelum pelaksanaan RUPST.

Il. KETERANGAN TENTANG PERSEROAN DAN CPAT

A. PT Chandra Asri Pacific Tbk (“Perseroan”)
1. Riwayat Singkat

Perseroan didirikan dengan nama PT Tri Polyta Indonesia, berdomisili di Jakarta Barat,
berdasarkan Akta Pendirian No. 40 tanggal 2 November 1984 yang dibuat di hadapan
Ridwan Suselo, Notaris di Jakarta, sebagaimana diubah dengan Akta No. 117 tanggal 7
November 1987 yang dibuat di hadapan John Leonard Waworuntu, Notaris di Jakarta,
dan telah mendapatkan pengesahan dari Menteri Kehakiman Republik Indonesia
berdasarkan Surat Keputusan No. C2.1786.HT.01.01-Th’.88 tanggal 29 Februari 1988,
dan telah didaftarkan dalam buku register Kantor Panitera Pengadilan Negeri Jakarta
Barat di bawah No. 639/1988 dan No. 640/1988 tanggal 30 Juni 1988, serta telah
diumumkan dalam BNRI No. 63 tanggal 5 Agustus 1988, Tambahan No. 779 (“Akta
Pendirian”).

Dengan telah disahkannya Akta Pendirian oleh Menteri Kehakiman Republik Indonesia,
maka Perseroan telah didirikan secara sah berdasarkan hukum Negara Republik
Indonesia.

Perseroan adalah 1 penerima 1gan dalam proses penggabungan
antara PT Tri Polyta Indonesia Tbk dengan CA berdasarkan Akta Penggabungan No.
15 tanggal 9 November 2010, dibuat di hadapan DR. Amrul Partomuan Pohan, S.H.,
LL.M., Notaris di Jakarta, dimana penggabungan tersebut menjadi efektif pada tanggal
1 Januari 2011. Pada tanggal 15 November 2019, pemegang saham Perseroan melalui
RUPSLB dan pemegang saham PT Petrokimia Butadiene Indonesia (‘PBI") melalui
Keputusan Edaran Sebagai Pengganti Rapat Umum Pemegang Saham No. 004/LGL
PBI/SH RES/XI/2019, telah menyetujui rencana penggabungan antara Perseroan
dengan PBI dimana Perseroan menjadi perusahaan penerima penggabungan
("Penggabungan PBI"). Sehubungan dengan Penggabungan PBI, Perseroan dan PBI
juga telah 1gani akta imana ternyata dalam Akta
Penggabungan No. 76 tanggal 15 November 2019, dibuat di hadapan Jose Dima Satria,
S.H., M.Kn., Notaris di Kota Administrasi Jakarta Selatan, yang telah diberitahukan
kepada Menkumham sebagaimana ternyata dalam Surat Penerimaan Pemberitahuan
Penggabungan Perseroan No. AHU-AH.01.10-0010288 tanggal 22 November 2019
dan telah didaftarkan dalam Daftar Perseroan pada Kemenkumham dibawah No. AHU-
0025871.AH.01.02.Tahun 2019 tanggal 22 November 2019. Penggabungan tersebut
telah berlaku secara efektif pada tanggal 1 Januari 2020.
Selanjutnya, pada tanggal 7 Desember 2020, pemegang saham Perseroan melalui
RUPSLB dan pemegang saham PT Styrindo Mono Indonesia (“SMI”) melalui
Keputusan Edaran Sebagai Pengganti Rapat Umum Pemegang Saham No. 004/LGL
SMI/SH RESI/XII/2020, telah menyetujui rencana penggabungan antara Perseroan
dengan SMI dimana Perseroan menjadi perusahaan penerima penggabungan
(“Penggabungan SMI"). Sehubungan dengan Penggabungan SMI, Perseroan dan
SMI juga telah akta i ternyata dalam Akta
Penggabungan No. 48 tanggal 7 Desember 2020, dlbuat di hadapan Jose Dima Satria,
S.H., M.Kn., Notaris di Kota Administrasi Jakarta Selatan, yang telah diberitahukan
kepada Menkumham sebagaimana ternyata dalam Surat Penerimaan Pemberitahuan
Penggabungan Perseroan No. AHU-AH.01.10-0012537 tanggal 11 Desember 2020 dan
telah didaftarkan dalam Daftar Perseroan pada Kemenkumham di bawah No. AHU-
0082566.AH.01.02.TAHUN 2020 tanggal 11 Desember 2020. Penggabungan tersebut
telah berlaku secara efektif pada tanggal 1 Januari 2021.

9g dasar P dalam Akta Pendirian telah diubah
beberapa kali, terakhir kali berdasarkan Akta P Rapat P
Anggaran Dasar No. 297 tanggal 29 Desember 2023, yang dibuat di hadapan Nabila
Mazaya Putri, S.H., M.Kn., Notaris Pengganti dari Jose Dima Satria, S.H., M.Kn., Notaris
di Jakarta Selatan, yang telah mendapatkan persetujuan Menkumham berdasarkan
Keputusan No. AHU-0000277.AH.01.02.TAHUN 2024 tanggal 3 Januari 2024 dan telah
didaftarkan dalam Daftar Perseroan pada Kemenkumham di bawah No. AHU-0000953.
AH.01.11.TAHUN 2024 tanggal 3 Januari 2024.
Kantor terdaftar Perseroan terletak di Wisma Barito Pacific Tower A, Lantai 7, JI. Letjen
S. Parman Kav. 62-63, Jakarta 11410.

2. Struktur Permodalan dan Kepemilikan Saham Perseroan

Berdasarkan Akta Pernyataan Keputusan Rapat Perubahan Anggaran Dasar No. 35
tanggal 5 Agustus 2022, yang dibuat di hadapan Muhammad Muazzir, S.H., MKn.,
Notaris Pengganti dari Jose Dima Satria, S.H., M.Kn., Notaris di Jakarta Selatan yang
telah diberitahukan kepada Menkumham sebagaimana ternyata dalam Surat Penerimaan
Pemberitahuan Perubahan Anggaran Dasar No. AHU-AH.01.03-0275914 tanggal 5
Agustus 2022 dan telah didaftarkan dalam Daftar Perseroan pada Kemenkumham di
bawah No. AHU-0153010.AH.01.11.TAHUN 2022 tanggal 5 Agustus 2022 dan daftar
pemegang saham per tanggal 29 Februari 2024 yang diterbitkan oleh PT Raya Saham
Registra selaku Biro Administrasi Efek yang ditunjuk Perseroan, struktur permodalan
dan susunan kepemilikan saham Perseroan adalah sebagai berikut:

;ngan

Nilai Nominal Rp 50,- per saham
Jumlah Saham Nominal (Rp) (%)
245.295.713.280 12.264.785.664.000

Keterangan

Modal Dasar
Modal Ditempatkan dan
Disetor Penuh

Barito Pacific® 29.957.670.400 1.497.883.520.000 34,63

SCG Chemicals Public Company 26.446.618.924  1.322.330.946.200 30,57
Limited

PT TOP Investment Indonesia 12.976.731.760 648.836.588.000 15,00

Prajogo Pangestu® 5.235.679.764 261.783.988.200 6,05

Afiliasi atas transaksi Pemisahan ke OJK untuk memenuhi ketentuan POJK No. 42/2020, 3.

Marigold Resources Pte. Ltd. 3.387.243.720 169.362.186.000 3,92
Erwin Ciputra 139.099.372 6.954.968.600 0,16
Raymond Budhin 1.600.000 80.000.000 0,00
Lim Chong Thian 1.182.568 59.128.400 0,00
Fransiskus Ruly Aryawan 400.212 20.010.600 0,00
Baritono Prajogo Pangestu 229.600 11.480.000 0,00
EdiRiva'i 10.000 500.000 0,00
Masyarakat 8.365.078.772 418.253.938.600 9,67

Jumlah Modal Ditempatkan 86.511.545.092  4.325.577.254.600
dan Disetor Penuh

Jumlah Saham dalam Portepel

100,00

43.490.408.060  8.698.081.612.000

(1) Saham-saham Barito Pacific di Perseroan sedang djaminkan kepada (a) Bangkok Bank Public Company
Limited (‘Bangkok Bank’), masing-masing sejumiah () 1.200.000.000 saham (atau 4.800.000.000
saham setelah Perseroan melakukan stock spiit sebagaimana disetujui para pemegang saham
Perseroan berdasarkan Akta Pemyataan Keputusan Rapat Perubahan Anggaran Dasar No. 35 tanggal
5 Agustus 2022, yang dibuat di hadapan Muhammad Muazzir, S.H., M.Kn., Notaris Pengganti dari Jose
Dima Satria, S.H., MKn., Notaris di Jakarta Selatan yang telah diberitahukan kepada Menkumham
sebagaimana  temyata dalam Surat Penerimaan Pemberitahuan Perubahan Anggaran Dasar No.
AHU-AH.01.03-0275914 tanggal 5 Agustus 2022 dan telah didaftarkan dalam Daftar Perseroan pada
Kemenkumham di bawah No. AHU-0153010.AH.01.11. TAHUN 2022 tanggal 5 Agustus 2022 (*Akta No.
35/2022°) (*Stock Split) berdasarkan Akta Perjanjian Gadai Atas Saham No. 08 tanggal 5 Agustus
2020, yang dibuat di hadapan Mala Mukti, S.H., LL.M. Notaris di Jakarta dan Surat Pemberitahuan
Gadai Atas Saham tanggal 5 Agustus 2020 dari Barito Pacific kepada Perseroan dan (i) 2.800.000.000
‘saham berdasarkan Akt Jaminan Fidusia atas Saham No. 29 tanggal 12 Desember 2022, yang dibuat di
hadapan Mala Mukti, S.H., LL.M., Notaris di Jakarta dan (b) kepada PT Bank Negara Indonesia (Persero)
Tbk, sejumlah 500.000.000 saham (atau 2.000.000.000 saham setelah Perseroan melakukan Stock
Spiit) berdasarkan Akta Gadai Saham No. 119 tanggal 21 September 2021 yang dibuat di hadapan
Wenda Taurusita Amidjaja, S.H., Notaris di Jakarta. Gadai saham ini telah diberitahukan kepada
Perseroan berdasarkan Surat Pemberitahuan Gadai dari Barito Pacific kepada Perseroan pada tanggal
24 September 2021

Saham-saham Prajogo Pangestu di Perseroan sedang djaminkan kepada Bangkok Bank sejumiah
1.933.153.238 saham berdasarkan Akta Jaminan Fidusia Atas Saham No. 51 tanggal 24 Februari 2022
sebagaimana diubah dengan Akta Perubahan Akta Jaminan Fidusia Atas Saham No. 79 tanggal 28 Maret
2023, keduanya dibuat di hadapan Mala Mukti, S.H., LL.M., Notaris di Jakarta.

(3) menjadi nol karena pembulatan.

Pengurusan dan Pengawasan

Susunan Direksi dan Dewan Komisaris

Berdasarkan (i) Akta Pernyataan Keputusan Rapat Perubahan Anggaran Dasar No. 92
tanggal 15 April 2021, yang dibuat di hadapan Jose Dima Satria, S.H., M.Kn., Notaris
di Kota Administrasi Jakarta Selatan (“Akta No. 92/2021") juncto (ii) Akta Pernyataan
Keputusan Rapat Perubahan Anggaran Dasar No. 35 tanggal 8 November 2021, yang
dibuat di hadapan Jose Dima Satria, S.H., M.Kn., Notaris di Kota Administrasi Jakarta
Selatan (“Akta No. 35/2021") juncto (jii) Akta Pernyataan Keputusan Rapat Perubahan
Anggaran Dasar No. 146 tanggal 18 April 2022, yang dibuat di hadapan Jose Dima
Satria, S.H., M.Kn., Notaris di Kota Administrasi Jakarta Selatan (‘Akta No. 146/2022")
Jjuncto (iv) Akta No. 35/2022 juncto (v) Akta Pernyataan Keputusan Rapat No. 39 tanggal
12 Januari 2023, yang dibuat di hadapan Jose Dima Satria, S.H., M.Kn., Notaris di
Kota Administrasi Jakarta Selatan (‘Akta No. 39/2023") juncto (vi) Akta Pernyataan
Keputusan Rapat No. 5 tanggal 5 Juni 2023, yang dibuat di hadapan Jose Dima Satria,
S.H., MKn., Notaris di Kota Administrasi Jakarta Selatan (“Akta No. 5/2023") juncto
(vii) Akta Pernyataan Keputusan Rapat No. 126 tanggal 27 Juni 2023, yang dibuat di
hadapan Muhammad Muazzir, S.H., M.Kn., Notaris Pengganti dari Jose Dima Satria,
S.H., M.Kn., Notaris di Kota Administrasi Jakarta Selatan (“Akta No. 126/2023") juncto
(viil) Akta Pernyataan Keputusan Rapat No. 298 tanggal 29 Desember 2023, yang
dibuat di hadapan Nabila Mazaya Putri, S.H., M.Kn., Notaris Pengganti dari Jose Dima
Satria, S.H., M.Kn., Notaris di Kota Administrasi Jakarta Selatan (‘Akta No. 298/2023"),
susunan Dewan Komisaris dan Direksi Perseroan terakhir adalah sebagai berikut:
Dewan Komisaris

(

)

Presiden Komisaris* Djoko Suyanto
Wakil Presiden Komisaris* Tan Ek Kia
Komisaris* Ho Hon Cheong
Komisaris* Surong Bulakul
Komisaris* Erry Riyana Hardjapamekas
Komisaris Agus Salim Pangestu
Komisaris Lim Chong Thian
Komisaris Thammasak Sethaudom
Komisaris Tanawong Areeratchakul
Komisaris Sakchai Patiparnpreechavud
Komisaris Chatri Eamsobhana
Komisaris Bandhit Thamprajamchit
Komisaris Santi Wasanasiri
Komisaris Rudy Suparman
Komisaris Diana Arsiyanti

*) merangkap Komisaris Independen

Direksi
Presiden Direktur Erwin Ciputra
Wakil Presiden Direktur Pholavit Thiebpattama
Wakil Presiden Direktur Baritono Prajogo Pangestu
Direktur Andre Khor Kah Hin
Direktur Prapote Stianpapong
Direktur Fransiskus Ruly Aryawan
Direktur Suryandi
Direktur Sarayuth Vorapruekjaru
Direktur Petch Niyomsen
Direktur Anawat Chansaksoong
Direktur Suwit Wiwattanawanich
Direktur Phuping Taweesarp
Direktur Boedijono Hadipoespito
Direktur Edi Riva'i
Direktur Raymond Budhin

Susunan Dewan Komisaris dan Direksi Perseroan berdasarkan maslng masing (i)
Akta No. 92/2021 telah diberif kepada ternyata
dalam Surat P Data Perseroan No. AHU-
AH.01.03-0250180 1angga| 21 April 2021 dan telah didaftarkan dalam Daftar
Perseroan pada Kemenkumham di bawah No. AHU-0073001.AH.01.11.TAHUN 2021
tanggal 21 April 2021, (i) Akta No. 35/2021 telah diberitahukan kepada Menkumham
sebagaimana temyata dalam Surat Penerimaan Pemberitahuan Perubahan Data
Perseroan No. AHU.01.03-0472235 tanggal 11 November 2021 dan telah didaftarkan
dalam Daftar Perseroan pada Kemenkumham di bawah No. AHU-0198073.AH.01.11.
TAHUN 2021 tanggal 11 November 2021, (iii) Akta No. 146/2022 telah diberitahukan
kepada Menkumham sebagaimana ternyata dalam Surat Penerimaan Pemberitahuan
Perubahan Data Perseroan No. AHU-AH.01.09-0006841 tanggal 20 April 2022 dan telah
didaftarkan dalam Daftar Perseroan pada Kemenkumham di bawah No. AHU-0078689.
AH.01.11.TAHUN 2022 tanggal 20 April 2022, (iv) Akta No. 35/2022 telah diberitahukan
kepada Menkumham sebagaimana ternyata dalam Surat Penerimaan Pemberitahuan
Perubahan Data Perseroan No. AHU-AH.01.09-0041219 tanggal 5 Agustus 2022 dan
telah didaftarkan dalam Daftar Perseroan pada Kemenkumham di bawah No. AHU-
0153010.AH.01.11.TAHUN 2022 tanggal 5 Agustus 2022, (v) Akta No. 39/2023 telah
diberitahukan kepada Menkumham sebagaimana ternyata dalam Surat Penerimaan
Pemberitahuan Perubahan Data Perseroan No. AHU-AH.01.09-0037020 tanggal 26
Januari 2023 dan telah didaftarkan dalam Daftar Perseroan pada Kemenkumham di
bawah No. AHU-0016363.AH.01.11. TAHUN 2023 tanggal 26 Januari 2023, (vi) Akta No.
5/2023 telah kepada i ternyata dalam Surat
Penerimaan Pemberitahuan Perubahan Data Perseroan No. AHU-AH.01.09-0124197
dan telah didaftarkan dalam Daftar Perseroan pada Kemenkumham di bawah No. AHU-
0103676.AH.01.11.TAHUN 2023 tanggal 6 Juni 2023, (vii) Akta No. 126/2023 telah
diberitahukan kepada Menkumham sebagaimana ternyata dalam Surat Penerimaan
Pemberitahuan Perubahan Data Perseroan No. AHU-AH.01.09-0133671 dan telah
didaftarkan dalam Daftar Perseroan pada Kemenkumham di bawah No. AHU-
0123295.AH.01.11.TAHUN 2023 tanggal 3 Juli 2023, dan (viii) Akta No. 298/2023 telah
diberitahukan kepada Menkumham sebagaimana ternyata dalam Surat Penerimaan
Pemberitahuan Perubahan Data Perseroan No. AHU-AH.01.09-0001245 tanggal 3
Januari 2024 dan telah didaftarkan dalam Daftar Perseroan pada Kemenkumham di
bawah No. AHU-0000526.AH.01.11. TAHUN 2024 tanggal 3 Januari 2024.

Susunan Dewan Komisaris dan Direksi Perseroan sebagaimana di atas berlaku sampai
penutupan RUPST yang diadakan pada tahun 2024.

4. Kegiatan Usaha Perseroan

Sesuai dengan Pasal 3 anggaran dasar Perseroan, maksud dan tujuan dari Perseroan

adalah berusaha dalam bidang industri pengolahan, perdagangan besar serta aktivitas

konsultasi manajemen. Untuk mencapai maksud dan tujuan tersebut, Perseroan dapat
melaksanakan kegiatan usaha utama sebagai berikut:

a. melaksanakan industri kimia dasar organik yang bersumber dari minyak bumi, gas
alam, dan batu bara;

b. melakukan usaha pembuatan damar buatan dan bahan baku plastik (bijih plastik
murni);

c. melakukan perdagangan besar bahan bakar padat, cair, dan gas dan produk yang
berhubungan dengan itu;

d. melakukan perdagangan besar bahan dan barang kimia dasar;

e. melakukan perdagangan besar karet dan plastik dalam bentuk dasar; dan

f.  melakukan aktivitas konsultasi manajemen lainnya.

Kegiatan usaha penunjang yang mendukung kegiatan usaha utama di atas adalah

sebagai berikut:

a. menyelenggarakan pengangkutan melalui angkutan bermotor untuk barang
umum dan barang khusus serta angkutan melalui saluran pipa untuk menjamin
kesinambungan pengiriman hasil industri kepada konsumen;

b. melakukan kegiatan memuat dan membongkar barang serta bongkar muat kapal;

c. real estat yang dimiliki sendiri atau disewa, yang mencakup usaha untuk
menyediakan jasa kepada pihak lain yang memanfaatkan aset yang dimiliki oleh
Perseroan di bidang industri, termasuk jasa penyewaan lahan, jasa perawatan dan
jasa lainnya yang berkaitan dengan industri petroklmla

d. aktivitas 1 dan p barang terkait
dengan produksi industri petrokimia sebelum barang dikirim ke tujuan akhir dengan
tujuan komersial;

e. melakukan aktivitas penyewaan dan sewa guna usaha tanpa hak opsi mesin dan
peralatan industri pengolahan; dan

f.  kegiatan usaha lainnya di bidang industri petrokimia yang mendukung kegiatan
usaha utama Perseroan sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang
berlaku.

B. CPAT
1. Riwayat Singkat
CPAT, berkedudukan di Jakarta Barat, didirikan berdasarkan Akta Pendirian Perseroan
Terbatas No. 268 tanggal 28 Desember 2023, yang dibuat di hadapan Nabila Mazaya
Putri, S.H., M.Kn., berdasarkan Surat Keputusan Majelis Pengawas Daerah Notaris
Kota Administrasi Jakarta Selatan, tertanggal 15 Desember 2023, Nomor 40/MPDN.
JAK-SEL/CTI/XII/2023, sebagai pengganti dari Jose Dima Satria, S.H., M.Kn., Notaris
di Jakarta Selatan, yang telah memperoleh pengesahan dari Menkumham berdasarkan
Surat Keputusan No. AHU-0099050.AH.01.01.TAHUN 2023 tanggal 29 Desember 2023
dan didaftarkan dalam Daftar Perseroan pada Kemenkumham di bawah No. AHU-
0264889.AH.01.11.TAHUN 2023 tanggal 29 Desember 2023 (“Akta Pendirian CPAT").

dibeli oleh Perseroan adalah mereka yang: (i) namanya tercatat dalam buku
daftar pemegang saham Perseroan pada tanggal 5 April 2024 yaitu 1 hari kerja sebelum
tanggal pemanggilan RUPST; (ii) telah memberikan suara tidak setuju dalam RUPST;
dan (jii) telah menyampaikan formulir pernyataan kehendak untuk menjual saham kepada
Perseroan sejak RUPST sampai dengan 13 Mei 2024 paling lambat pada pukul 15.00
WIB. Apabila terdapat pemegang saham Perseroan yang meminta sahamnya dibeli oleh
Perseroan, namun (i) namanya tidak tercatat dalam daftar pemegang saham Perseroan
pada tanggal 5 April 2024; atau (i) bukan merupakan pemegang saham yang tidak setuju
sebagaimana tercatat dalam pemungutan suara saat RUPST; atau (jii) tidak menyampaikan
formulir pernyataan kehendak untuk menjual saham kepada Perseroan sejak RUPST
sampai dengan 13 Mei 2024 paling lambat pada pukul 15.00 WIB, maka pemegang saham
tersebut tidak berhak untuk meminta sahamnya dibeli oleh Perseroan. Pemegang saham
yang mengajukan pembelian saham diminta untuk menunjukkan bukti kepemilikannya yang
sah atas saham Perseroan dan bukti yang cukup bahwa Pemisahan tersebut merugikan
pemegang saham yang bersangkutan dan merugikan Perseroan.
Setiap pemegang saham Perseroan yang tidak setuju dan memenuhi persyaratan di atas
akan diberi kesempatan untuk menjual saham-sahamnya kepada Perseroan dan Perseroan
akan membeli saham mereka dengan harga pembelian kembali saham yang ditentukan
sesuai ketentuan Pasal 12 huruf (a) POJK No. 29/2023, yaitu paling tinggi sebesar harga
rata-rata dari harga penutupan perdagangan harian di BEI selama 90 hari terakhir sebelum
tanggal pembelian kembali saham oleh Perseroan.
E. Hak-hak dan Kewajiban Kepada Pihak Ketiga
1. Pihak Ketiga dalam Perjanjian
Semua perjanjian atau kontrak terkait unit usaha pelabuhan, dermaga, dan fasilitas
penyimpanan dengan setiap pihak ketiga yang telah ditandatangani oleh Perseroan
akan beralih kepada CPAT secara hukum dan di melalui
perjanjian novasi antara Perseroan, pihak ketiga, dan CPAT.
Dengan demikian, CPAT akan menggantikan posisi Perseroan sebagai pihak dan akan
menerima semua hak-hak dan kewajiban sesuai dengan ketentuan terhadap perjanjian-
perjanjlan atau kontrak-kontrak terkait unit usaha pelabuhan, dermaga, dan fasilitas
kecuali perjanjiar janjian atau kontrak-kontrak tersebut menegaskan

1ganan

sebaliknya.
2. Kreditur

Berdasarkan Pasal 127 ayat (4) UUPT, para kreditur dari Perseroan dapat mengajukan
keberatan atas rencana Pemisahan sampai dengan 14 hari setelah diumumkannya
Ringkasan Rancangan Pemisahan.

Keberatan-keberatan dari kreditur akan diselesaikan hingga waktu RUPST. Apabila
sampal dengan batas waktu RUPST keberatan-keberatan dari kreditur belum dapat

1, maka Pemi tidak dapat dif .

V. PENGALIHAN ASET DAN LIABILITAS YANG DIPISAHKAN

Pengalihan aktiva dan pasiva Perseroan terkait usaha pelabuhan, dermaga, dan fasilitas

penyimpanan Perseroan kepada CPAT merupakan bagian dari rencana penyertaan modal

Perseroan kepada CPAT melalui penandatanganan Akta Pemisahan. Penyertaan modal

kepada CPAT tersebut akan dilaksanakan segera setelah Perseroan memperoleh persetujuan

RUPST atas rencana Pemisahan. Perseroan dan CPAT akan melakukan tindakan-tindakan

yang diperlukan untuk menyempurnakan pengalihan aktiva dan pasiva Perseroan terkait usaha

pelabuhan, dermaga, dan fasilitas penyimpanan Perseroan serta penyertaan modal tambahan
kepada CPAT, dengan tunduk pada ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku.

Perseroan dan CPAT setuju bahwa, sejak Tanggal Efektif Pemisahan:

1. unit usaha pelabuhan, dermaga, dan fasilitas penyimpanan Perseroan berikut dengan aktiva
dan pasiva Perseroan terkait unit usaha pelabuhan, dermaga, dan fasilitas penyimpanan
Perseroan beralih kepada dan akan dioperasikan oleh CPAT sebagai pihak penerima
Pemisahan; dan

2. seluruh perizinan, fasilitas, lisensi, karyawan, persetujuan dan/atau pemanfaatan yang terkait
dengan usaha pelabuhan, dermaga, dan fasilitas penyimpanan Perseroan yang dialihkan,

telah diterbif oleh instansi yang bewenang kepada Perseroan, beralih

Anggaran dasar CPAT yang berlaku sampai dengan tanggal Ril R: 1
Pemisahan ini adalah sebagaimana dimuat dalam Akta Pendirian CPAT.
Kantor terdaftar CPAT terletak di Wisma Barito Pacific Tower A, Lantai 7, JI. Letjien S.
Parman Kav. 62-63, Jakarta 11410.

2. Struktur Permodalan dan Kepemilikan Saham
Berdasarkan Akta Pendirian CPAT, struktur permodalan dan kepemilikan saham CPAT
adalah sebagai berikut:

Nilai Nominal Rp 150.000,- per saham

BeEEnEm Jumlah Saham __Nominal (Rp) (%)
Modal Dasar 80.000  12.000.000.000

- Perseroan 19.999 2.999.850.000 99,99
- PT Buana Pril Niaga 1 150.000 0,01
Jumlah Modal Ditempatkan dan 20.000 3.000.000.000 100,00
Disetor Penuh

Jumlah Saham dalam Portepel 60.000 9.000.000.000

3. Pengurusan dan Pengawasan
Susunan Direksi dan Dewan Komisaris
Berdasarkan Akta Pendirian CPAT, susunan Dewan Komisaris dan Direksi CPAT adalah
sebagai berikut:
Dewan Komisaris

Presiden Komisaris Baritono Prajogo Pangestu

Komisaris Suryandi

Direksi

Presiden Direktur Erwin Ciputra

Direktur Pholavit Thiebpattama
Direktur Andre Khor Kah Hin
Direktur Fransiskus Ruly Aryawan
Direktur Edi Riva'i

Susunan Dewan Komisaris dan Direksi CPAT sebagaimana di atas berlaku selama 5
tahun sejak 29 Desember 2023 sampai dengan 29 Desember 2028.

4. Kegiatan Usaha CPAT
Berdasarkan ketentuan Pasal 3 Anggaran Dasar CPAT, maksud dan tujuan CPAT adalah
bergerak dalam bidang pengangkutan dan pergudangan. Untuk mencapai maksud dan
tujuan tersebut di atas, CPAT dapat melaksanakan kegiatan usaha sebagai berikut:
a. pergudangan dan penyimpanan; dan
b. aktivitas pelayanan kepelabuhanan laut.

lll. INFORMASI TENTANG AKTIVA DAN PASIVA YANG AKAN DIPISAHKAN

A. Deskripsi

Aktiva dan pasiva yang akan dipisahkan dalam Pemisahan adalah unit usaha pelabuhan,

dermaga, dan fasilitas penyimpanan milik Perseroan, sebagaimana dirinci dan tercantum

dalam Rancangan Pemisahan, yang akan dialihkan kepada CPAT, anak perusahaan

terkendali Perseroan yang dimiliki secara langsung sebesar 99,99%.

B. Manfaat Dilakukan Pemisahan

Berikut manfaat dilakukannya Pemisahan:

a. Optimalisasi pengelolaan aset: CPAT diharapkan dapat memperkuat struktur
permodalan dan dapat melakukan pengembangan dan pengelolaan aset yang lebih
intensif dan efektif ke depannya utamanya terkait usaha pelabuhan, dermaga, dan
fasilitas penyimpanan. CPAT yang nantinya menerima Pemisahan diharapkan dapat
mendukung pemenuhan permintaan terhadap industri pelayanan laut,

kepada CPAT dengan ketentuan bahwa pengalihan tersebut harus dilakukan berdasarkan
ketentuan hukum yang berlaku. Dalam hal pengalihan atau pemindahan perizinan,
fasilitas, lisensi, karyawan, persetujuan, dan/atau pemanfaatan tersebut memeriukan suatu
tindakan lebih lanjut berdasarkan ketentuan yang berlaku, maka Perseroan dan CPAT wajib
memenuhi seluruh tindakan yang diperlukan.

VI. PERKIRAAN TANGGAI ANGGAL SEHUBUNGAN DENGAN PEMISAHAN

Perkiraan tanggal-tanggal penting sehubungan dengan rencana Pemisahan adalah sebagai
berikut:

No. Kegiatan Tanggal Pelaksanaan

1. |a. Direksi Perseroan mengumumkan Ringkasan Rancangan 15 Maret 2024
Pemisahan dalam 1 surat kabar harian nasional berbahasa
Indonesia.
b. Direksi Perseroan memberikan pemberitahuan secara tertulis
kepada karyawan tentang rencana Pemisahan.
2. |Batas waktu bagi karyawan Perseroan untuk melanjutkan atau 20 Maret 2024
I mengakhln hubungan ketenagakerjaan dengan Perseroan.
3. [P ian rencana dan agenda RUPST kepada OJK. 22 Maret 2024
4. |Batas waktu bagi para kreditur Perseroan untuk mengajukan 29 Maret 2024
5. [P 1 akan dilakukannya penyelenggaraan RUPST. 1 April 2024
6. |Tanggal terakhir pencatatan pemegang saham dalam daftar 5 April 2024
pemegang saham Perseroan yang berhak hadir dalam RUPST,
dan yang mempunyai hak untuk menjual
7. |Direksi Perseroan melakukan pemanggilan RUPST dalam 16 April 2024
sekurang-kurangnya situs web Perseroan, situs web KSEI dan
situs web BEI.
8. |RUPST. 8 Mei 2024
9. |P: Akta Pe 8 Mei 2024

10. [Tanggal pemyataan kehendak untuk menjual dari pemegang| Sejak RUPST sampai
saham Perseroan yang tidak setuju yang bermaksud untuk| dengan 13 Mei 2024
menjual

11. |Keterbukaan informasi atas pembelian kembali saham dari 13 Mei 2024
pemegang saham Perseroan yang tidak menyetujui rencana
Pemisahan.
12 |a. Pengumuman ringkasan risalah RUPST melalui situs web 13 Mei 2024
KSEI selaku penyedia e-RUPS, situs web Bursa Efek
Indonesia dan situs web Perseroan.
b. Pengumuman keterbukaan informasi ke OJK sehubungan dengan
POJK No. 31/2015 atas 1 Akta Pe
13 | Tanggal Efektif Pemisahan. Tanggal

dikeluarkannya
bukti penerimaan
pemberitahuan
perubahan anggaran
dasar dan/atau
persetujuan dari
Menkumham atas
perubahan anggaran
dasar CPAT terkait
modal atau tanggal
lain yang ditetapkan
dalam Akta
Pemisahan

dermaga dan fasilitas penyimpanan tersebut.

b. Akselerasi dan diversifikasi usaha: CPAT dil untuk menjadi
lebih fokus, kompetitif, dan fleksibel dalam pengambilan keputusan dan peluang bisnis.
Selain itu, rencana Pemisahan merupakan salah satu upaya diversifikasi pengembangan
usaha, khususnya usaha pelabuhan, dermaga, dan fasilitas penyimpanan.

c. Potensi kerja sama strategis dan sinergis: CPAT diharapkan dapat membuka
kesempatan untuk melakukan kerja sama strategis dan sinergis untuk menciptakan nilai
tambah bagi CPAT dan grup Perseroan serta meraih peluang bisnis pada area usaha
tersebut.

d. Penciptaan nilai tambah untuk saham: ip
pengelolaan aset, akselarasi dan pengembangan usaha, dan potensi kerjasama
strategis diharapkan mampu meningkatkan kinerja keuangan dan menciptakan nilai
tambah bagi pemegang saham sebagai tujuan akhir dari Pemisahan.

IV. KETERANGAN TENTANG RENCANA PEMISAHAN

A. Umum
1. Keterangan Umum
Pemisahan yang akan dilakukan Perseroan adalah pemisahan tidak murni (spin-off)
sebagaimana yang dimaksud dalam pasal 135 ayat (1) huruf b dan ayat (3) UUPT,
dimana setelah Pemisahan efektif, akan mengakibatkan bagian dari aktiva dan pasiva
Perseroan beralih karena hukum kepada 1 perseroan lain atau lebih yang menerima
peralihan, dan perseroan yang melakukan Pemisahan tersebut tetap ada. Dengan
demikian, aktiva dan pasiva terkait unit usaha pelabuhan, dermaga, dan fasilitas

14. [Tanggal penyampaian laporan Transaksi Afiliasi ke OJK
sehubungan dengan POJK No. 42/2020.

Paling lambat 2 hari
kerja setelah Tanggal
Efektif Pemi

Jadwal waktu di atas hanya merupakan perkiraan. Jadwal waktu tersebut dapat berubah tanpa
pemberitahuan terlebih dahulu yang disebabkan karena terjadinya keadaan-keadaan tertentu
setelah tanggal diumumkannya Ringkasan Rancangan Pemisahan ini.

VII. TAMBAHAN INFORMASI

Pihak yang dapat Rancangan Py pada alamat kantor
Perseroan di bawah sejak tanggal sampai
dengan tanggal RUPST diselenggarakan. Apabila ada hal-hal yang ingin dltanyakan lebih lanjut
oleh pemegang saham dan pihak lain yang berkepentingan terkait dengan rencana Pemisahan
maka dapat menghubungi Sekretaris Perusahaan Perseroan secara tertulis, pada setiap hari dan
jam kerja Perseroan pada alamat tersebut di bawah ini:
PT CHANDRA ASRI PACIFIC TBK
Wisma Barito Pacific Tower A, Lantai 7
JI. Letjen S. Parman Kav. 62-63,
Jakarta 11410
Telepon: (021) 530 7950
Faksimile: (021) 530 8930
E-mail: corporatesecretary@capcx.com
Jakarta, 15 Maret 2024
Direksi Perseroan




